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BUPATI REJANG LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BuPjl.TI REJANG LEBONG 
NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUS{Jf'IAN OROANISASI, TUOAS DAN FUNOSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT P8LAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR 

Menimbang 

Mengingat 

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
KABUPATEN RE:JANG LEBONO 

DENOAN RAHMAT TU HAN YANO MAHA E:SA 

BUPATI R&/ANO LEBONG, 

bahwa untuk melaksanakan ketcntuan Pasal 20 ayat (3) 
Pe.mturan Mcntcri Dafam Negeri Nomor 12 Tahu n 2017 
tentang Pedoman Pcmbcntukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Tcknis Daerah , serta PasaJ 6 ayat (3) 
Peraturan Daerah Kabupaten Rcjang Lebong Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembenrukan clan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong, perlu mcnctapkan Pcraturan 
Bupati tcntang Pembentukan Unit Pelalcsana Teknis Daerah 
Pasar pada Badan Pcngclolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong, 

I. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (J.embaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) : 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 I I ten tang 
Pembentukan Peraturan Peruodang•u ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sfpil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republilc 
Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun_ 2014 tentang 
Pemerin tahan Daerah sebag;,imana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 20 LS ten tang Perubahan Kedua Atas Undang· 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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Mcmperhatikan 

Menetapkan : 

5. Peratu ran Pcmerintah Nomor 20 Tahu n 1968 Tentang 
Berlakunya Undang-Undang Republil< Indonesia Nomor 
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di 
Propinsi BengkuJu (Lembaran Negara Republik Jndonesia 
Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpu bl ik Indonesia Nomor 2854); 

6. Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 16 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk ~h.1kum Daerah (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tcntang Pedoman Pembentukttn dan KJasHikasi Cabang 
Oinas dan Unit Pelaksanp Tekl11s Dae.rah (Bc:ri~a Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

9. Peraturan Daeral, l<abupaten Rejang Lebong Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Su sunan 
Perangkat Daerah l<abupaten Rejang Lebong (Lembaran 
Daerah Kabupatcn Rejang Lcbong Tahun 2016 Nomor 
118), 

I. Pera tu ran BLLpati Rejang Le bong Nomor 58 Tahun 2016 
tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungei, sert.a Tata Kerja Sadan Pen_gelo1aan l<eua.ngan 
Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah 
Kabupatcn Rejang L<:bong Tahun 2016 Nomor 404); 

2. Surat Gubemur Bengkulu Nomor: 061/1093/B.5/2017 
tanggal 28 Desember 2017 Perihal : Rekomcndasi 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 
i,ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA UNIT PE:LAl<SANA TEKNIS D/\ERAH 
PASAR PAD1\ SADAN PENGELOLAAN KEUANG/\N DAE:RAH 
l<ABUPATEN REJANO LEBONG 

B/\BI 
KETE;NTU/\N UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pemturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch 

pemerin ta.h daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuruL asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se)uas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesJa sebagai.mana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemeiintahan Daerah _yang memitnpin pelaksanaan urusan pemeri_ntahan 
yang menjadi kewenangan dae..rah ototiom . 

4. Bupat.i adalah Bu pati Rejang Lebong. 
5. Perangka1, Daeral, aualah unsur pembantu Bupati dalam penyclenggaraan 

pemcrint.ahan dnerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat OPRD, 
dinas daerah, lembaga teknis daerah1 kecamat.an, clan l<elurahan . 

6, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Sadan adalah 
Badan Pengclolaaa Keuangan Dacrah f<abupaten Rejang Lebong. 

7, Kepala Sadan Pengelolaan Kcuangan Daemh yang selanjutnya disebut 
l{epala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong, 

8. Sekretruis Badan Pengclolaan Keuangan Oaerah yang selanjutnya disebut 
Sckrctaris Sadan adalah Sckretaris Sadan Pengclolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong, 

9. Unit Pelal<sana Teknis Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksa.nakan kegiatan teknis penunjang tertentu pada 
Badan Pcngclolaan Keuangan Daerah Knb4p,ne11 Rejang Lebong, 

LO. Kepala Unit Pelaksana. Tekni$ Da.erah Pasar yang sela.njutnya disingkat 
l(epala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Oaerah ~sar pada Sadan 
Pengelolaan l<euangan Daerah l(abupaten Rejang Lebong. 

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pas.n.r. 

12, Tugas teknis penunjang .adalah tugas untuk melaksanakan kegiata.n teknis 
tett·entu daJam rangka mendukung cuga$ organisasi i nduknya. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya disingkat APSD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibaha$ dan 
disetujui bersama Pemerinta.h Dacli"ah dan DPRD, dan ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah tencang APBD. 

14, Pega,wai Negeri Sipil yang .elanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syaral tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap o leh pejabat pembina kcp,egawaian untuk mcnd uduki jabatan 
pcmerintahan. 

IS, Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fu.ngsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu. 

16, Jabatan struktu ral adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggung ja\Y8.b, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Slpil dalam 
rangka rnemimpin suatu satuan organisasi negara. 

BAB 11 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengao Peraturan Bupati ini dibenruk UPTD Pasar pada Sadan Pengelolaan 
Keuangan Oaerah Kabupaten Rejang Lebong, dengan klasir.kasi UPTD Kelas A. 

BAB Ill 
IVILAYAH KERJA 

Pasal 3 

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tcrdiri alas: 
a, Pasar Bang Mego; 
b, Pasar Alas; 
c, Pasar De; dan 
d, Pasar Tradisional dalarn Kabupacen Rcjang Lebong. 
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BABIV 
KEDUDUKAN 

Pasal4 

(I) UPTD merupal<an unsur kcgiatan teknis penunjang tertentu Badan sesuai 
dengan bidang urusan pcmerintahan yang diselenggarakan. 

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kep.'\la Badan. 

(3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mcrupakan bagian dari 
Perangkat Daerah. 

BABV 
SUSUNAN OROANISASI 

PasaJ S 

(I) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : 
a. KepaJa UPTD; 
b. S ub Bagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan F'ungsionaJ. 

(2) Struktur Organisasi UPTD seba_gaimana dimaksud pada ayat ( I), tercantum 
dalam Larnpiran yang merupa.kan bagian tidak terpisahkan dari Pera,u.ran 
Bupati int. 

BABVI 
TUOAS DAN FUNGSI 

Ba_gian Kesatu 
Kepala UPTD 

Pasal 6 

(I) Kepala UPTO mempunyal tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di 
bidang pengelolaan pasar. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Kcpala 
UPTD mempunyai fungsi : 
a . pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan 

pasar dan pengolahan pendapatan pasar; 
b. pelaksanaan pemberian pelayanan dan informasi pengelolaan pasar dan 

pengolaha.n pendapatan pasar; 
c. perenca.naan dan penyelenggaraan pengelolaan pasar dan penctapan 

pungutan yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang 
berlaku; 

d . pelaksanaan identiflkasi dan pengujian pendapatan pasa,-; 
e. penyusunan rencana program UPTD; 
f. pengumpulan dan penyusunan data tentang sumber - sumber 

pendapatan pasar yang berasal dari pungutan retribusi; 
g . penganalisaan data untuk penyusunan telaah dalam rangka 

meningkatkan pcngelolaan pasar dan daya guna sumber - sumber 
pendapatan pasar yang potensial; 

h. pemantauan penyebaran penggunaan karcis penerimaan rctribusi; 
i. pembuatan dan pe.nyelenggaraan buku register wajib bayar retribusi di 

pasar; 
j . pelaksanaan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku; 
k. pengoordinasian para petugas pengelola pasar dan petugas pemungut 

retribusi daJam melaksanakan 1ugas; 
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I. pelaksanaan pengoordinaai011 kcpada perangkat daerah. l.embaga dan 
pihak terko.it lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan 
pasar: 

m . penyampaian saran dan infonnasi kepada Kepala Badan untuk 
penetapan kcbijakan lebih lanjut; 

n. pcnyampa.ian Japoran pclaksanaan kc-giatan dan keuanga.n kepada KepaJa. 
Sadan; dan 

o. pelal<sanaan fungsi lrunnya yang diberikan oleh Kcpala Badan sesuai 
dengl\n bidang tugasnya. 

(3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan [ungsi sebagaimana d imaksud 
poda ayat {I) dan ayat (2) , berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan mclalui Sekretaris Badan. 

Bagian Kedua 
S ub Bagian Tata Usaha 

PaMI 7 

( I) Kepala S ub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanaka11 administrasi 
ketatausahaan , kepegawaian. keuangan dan perlengkapM di lingkungan 
UPTO. 

{2) Untuk melaksanakan tugas sebogaimana dimaksud pada 8,)·at (I), Kepala 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 
a . pelaksanaM penyusunan rencana dan program kerja UPTD; 
b. pemberian pclayanan teknis keuttausahaan di lingkungan UPTD; 
c. pelaksanaan ndministrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan 

pelaksa.na.an kerumahtnnggaan UPTD; 
d. penyusunan bahan Japoran pcrt.angirunsjawaba.n pelaksanaan kegiatan 

UPTO; 
e. penyusunan dan pengoordinasian program kerja yang berkaitan dengan 

bidang administ:rasi dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum, 
keuangan, l<epegawruan dan perlengkapani 

f. penyusunan dan mernpersiapkan naskah dinas, menge1ola kearsipan dan 
dokumcntasi: 

g. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di 
lingkungan UPTD; 

h. pen)retenggarakan urusan rumah tangga UPTD; 
i. penyusunan , persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPTD; 
j. pe laksanaa.n administrasi keuangan, kepegawaian dan pe.rlengkapan di 

lingkungan UPTD; 
k. pembuatan lapor011 pertanggungjawabM pelaksanaan anggaran kegiatM 

UPTD; 
I. pembuatan laporan inventarisasi barang - barang ioventaris di 

lingkungM UPTO; 
m. penyampaian saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD di bidang 

kepegawaian, keuangan, perlengkapan serta ketatausahaan lainnya; 
n. pelaporan hasil kcgiatan kcpada Kcpala UPTD; dan 
o. pelaksanaan fungsi lainnya yang dibcrikan oleh t<epala UPTD sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
(3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagaimana dima.ksud pada ayat (I) dan ayat (2), berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD. 

Bagia11 Ketiga 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

(1) Kelompok JabataJ'I Fungsional, te.rdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjMg 
Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada eyat (I), 
dipimpin olch seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dnn 
bcrtanggungjawab kepad• Kepala UPTO. 

{3) Jumlah Jabntan Pungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
d itentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(4) Jenis JRbatan Fungsional sebagnimana dimaksud pada ayat (I), ditetapkan 
sesuai dengan kctenlltan peraturan Perundang-undangan. 

BAB VII 
K.EPEOAWAIAN 

PasnJ9 

Kepala UP'l'D, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan jabatan fungsional, diangkat 
dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peratura_n perundang-undangan . 

Pasal 10 

( I) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. 
(2) l<epala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan 

pengawas. 

BAB VIII 
TATA KERJA 

Pa.al 11 

( l J Kepala UPTD dalam mclaksanakan cugasnya menerapkan prlnsip koordinasi, 
integrasi dan sinkronisasi, baik di Hngkungan masing-masing UPTD maupun 
dengan perangkat daerah lain yang ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi 
UP'l'D. 

(2) Kepala l/PTO mela.kSM!lkan sistem pengendalian intemal di lingku ngan 
masing-masing UPTD. 

(3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 
dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahan. 

(4) l<epala UPTO dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan 
pengawasan di lingkungan masing-masing UP'l"D serta mengambil lang:kah­
langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan 
peraturan perunda.ng•undangan . 

Pasal 12 

(II Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dai1 fungsinya 
secara periodik maupun sewaktu-waktu kepada l<epala Sadan. 

(2) Kepala l/PTD wajib mengolah lapora n yang diterima dati bawahan dan 
menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam mernberikan 
saran pertimbangan kepada Kepala Sadan gu na perumusan kcbijakan Jebih 
Janjut. 

BABIX 
PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD 
Kabupaten Rejang L<:bong dan sumber lain yang sah dan tidak mengjkat sesuai 
dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan 
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BABX 
KETEN'l'UAN l'ERALIHAN 

Pnsal 14 

Pada saat Peraturan Bupati ini mu.lai berlaku, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha, Kelompok Jabatan F'ungsional dan pelaksana pada UPTD yang 
lama, tetap menduduki jaba.tannya serta melaksanakan tugas dan rungsinya 
sampai dengan ditetapkannya pejabat yang deJinitif bcrdasarkan Peraturan 
Bupati inL 

BAB XJ 
PENUTUP 

Pasal 15 

Pada saat Peraturan Bup-ati i.ni mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Reja ng 
Lebong Nomor 56 T-.tliun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
(UP!') Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Re-jang Lebong, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pnsal 16 

Hal-hal yang belum diarur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
tekni.s pelaksanaannya, akan diatur dan dltetapkan lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 17 

Peraturan Bupati in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengerahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan 
Bupati ini dengan pene.mpat:annya dalam Serita Daerah Kabu.paten Rcjang 
Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal 7C c:Jq,.,,,,~1 2018 

BUPATI RE.JANG LEBONG, 

Diundangkan di Cu ru p 
Pada tanggal Jo <Jaw,,,,..; 2018 

SEKRET S DAERAH 
KABUPATEN ANG LEBONG, 

H. R. A. DENNI 
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l,AMPIRAN : P€RATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR TAHUN 2018 
TANGGAL 2018 

STRUKTUR ORGANlSASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PASAR 
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN REJANG LEBONG 

KEPALA 
UPTD 

I K€PA1,A SUB BAGJAN 

l TATA USAHA 

KELOMPOl< 
JABATAN 

PUN<'.lSlONAL 
1 I I I I I I I 
I I I I I I I I 

BUPATI REJANG LEBONG, 
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